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PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Prioritas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2010-2014 dalam Bidang Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola dengan Sasaran Prioritas
Bidang Aparatur menuju Terwujudnya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik Kepada Penduduk dan
Masyarakat;

b. bahwa dalam rangka terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada penduduk dan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
diselenggarakan Diklat Pelayanan Publik bagi seluruh
aparatur pemerintah baik di tingkat pusat maupun
daerah;

c. bahwa penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud
pada huruf b, dipandang perlu diatur dengan Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan
Publik;

d. bahwa Pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga
Administrasi Negara;
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang

kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4019);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal;

. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
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